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TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN APOTEKER DI BIDANG
KEFARMASIAN

Abstrak

Oleh : Adi Baladika 
NIM : 02091001017

Keberadaan Apotek di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan dalam 
masyarakat, mengingat Apotek merupakan tempat pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat yang membutuhkan obat sebagai produk ulama, selain obat yang 
dijual juga berbagai keperluan kesehatan lainnya seperti peningkatan kesehatan 
dan pemeliharaan kesehatan. Untuk menjadi seorang Apoteker, seseorang yang 
telah menyelesaikan masa studi SMA dapat melanjutkan ke Perguruan Tinggi 
dengan memilih jurusan Farmasi. Setelah menamatkan Strata 1 (S. Farm) untuk 
menjadi Apoteker, dengan mengikuti pendidikan profesi yang dikenal dengan 
Program Pendidikan Profesi Apoteker (P3A) dengan masa studi 1 tahun atau dua 
semester. Setelah menyelesaikan pendidikan profesi selanjutnya untuk dapat 
bekerja seorang Apoteker harus memiliki STRA, SI P A dan SI KA. Dalam hal 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Apotek, Apoteker wajib berhati-hati 
dalam mendistribusikan produk-produknya ke konsumen (masyarakat), apabila 
terjadi malpraktek (kesalahan) dari Apoteker maupun konsumen itu sendiri, tentu 
yang bertanggung jawab adalah Apoteker sebagai profesi pelayan kesehatan, 
apabila terjadi malpraktek (kesalahan) yang dilakukan oleh Apoteker disebut 
dengan Malpraktek Apoteker (tindak pidana yang dilakukan Apoteker di bidang 
Kefarmasian). Dalam penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pihak 
kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun lembaga pemasyarakatan untuk tindak 
pidana yang dilakukan Apoteker selain menggunakan KUHP juga Peraturan 
Perundang-undangan di luar KUHP.

Keyword : KUHP, Perundangan-undangan di luar KUHP, Apotek, Apoteker.

Pembimbing Pembantu, Pembimbi:
>
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nama Apotek sudah dikenal oleh masyarakat sebagai tempat untuk 

menyimpan, menyediakan, dan menjual obat, d i mana obat merupakan produk 

utama Apotek. Selain obat yang dijual di Apotek, juga berbagai produk keperluan 

kesehatan lainnya yakni keperluan pengobatan sehari-hari, keperluan 

pemeliharaan kesehatan dan keperluan peningkatan kesehatan.

Secara umum Apotek mempunyai dua fungsi yakni memberikan layanan 

kesehatan kepada masyarakat dan tempat usaha yang menerapkan prinsip laba. 

Layanan kesehatan kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk penyerahan 

obat berdasarkan permintaan masyarakat, baik itu resep dokter (obat racikan dan

i

bukan obat racikan) dan bukan resep dokter (obat pabrikan atau obat jadi). Apotek

sebagai tempat usaha yang menerapkan prinsip laba dapat didirikan oleh 

perseorangan maupun kelompok yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek 

kefarmasian oleh Apoteker.2 Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus 

sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.3 Berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berhak melakukan 

pekerjaan kefarmasian adalah Apoteker.

1 Aryo Bogadenta, Manajemen Pengelolaan Apotek, D-Medika, Yogyakarta, 2012, hlm 11.
Pasal 1 angka 13 PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Lembaran Negara RI 

Tahun 2009 No. 124.
T h 2009^NSa^ 12^an^Ca 5 PP No' Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Lembaran Negara RI
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di dalam kenyataan, pendistribusian obat berdasarkan 

permintaan dari masyarakat sebagai pemakai obat (konsumen) baik resep dokter 

(obat racikan dan bukan obat racikan) dan bukan resep dokter (obat pabrikan atau 

obat jadi) dimana kemungkinan terjadi kesalahan dalam pendistribusian obat 

sehingga dalam ini masyarakat sebagai pemakai obat (konsumen) mengalami 

kerugian baik berupa cacat (sementara dan permanen) dan mati.

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan "kesalahan" 

terdiri atas kesengajaan dan kealpaan. Kedua hal tersebut dibedakan, 

"kesengajaan" adalah dikehendaki, sedang "kealpaan" adalah tidak dikehendaki.4 

Kesalahan dalam resep dokter biasanya terjadi pada resep, sedangkan kesalahan 

dalam bukan resep dokter terjadi pada ketentuan pada penggunaan obat.

Sebagaimana diketahui diatas bahwa kesengajaan dan kealpaan merupakan 

bagian dari kesalahan. Dalam hukum pidana disebut ciri atau unsur kesalahan 

dalam arti yang luas yaitu :5

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pelaku atau pembuat tindak pidana atau 

kemampuan bertanggung jawab;

2. Adanya kaitan psikis antara pelaku atau pembuat tindak pidana dan 

perbuatan pidana, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit 

(cw/po=kelalaian);

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya 

dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pelaku atau pembuat 

tindak pidana.

Fenomena

5 Ledcn Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 25. 
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 130.
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Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin 

yang normal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam membeda-bedakan 

hal yang baik dan yang buruk.6 Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan 

oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda perbuatan yang boleh 

dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan.7 Dengan mampunya 

membedakan antara baik dan buruk atau perbuatan yang boleh 

dilakukan atau tidak menyebabkan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.

Adanya kaitan psikis antara pelaku atau pembuat tindak pidana dan 

perbuatannya sudah mutlak ada, tidak mungkin pelaku melakukan tindak pidana 

tanpa sebab atau motif kecuali bagi yang kurang akal (gila). Berkaitan dengan 

kurang akal (gila) itu merupakan salah satu dasar peniadaan pidana.

Dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok yakni yang tercantum di 

dalam undang-undang dan di luar undang-undang. Yang tercantum di dalam 

undang-undang dapat dibagi atas yang umum (terdapat di dalam ketentuan umum 

buku I KUHP) berlaku atas semua rumusan delik sedangkan yang khusus 

(tercantum di dalam Pasal tertentu) berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja. 

Untuk umum misalnya terdapat dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) dan 

(2), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) dan untuk yang khusus terdapat dalam 

Pasal 310 ayat (3), Pasal 166 untuk delik dalam Pasal 164 dan 165, dan Pasal 221 

ayat (2).8

seseorang

Mahms Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 171 mengutip dari M. 
Abdul Kholiq, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, FH Uli, Yogyakarta, 2002 hlm 129

7 Ibid
8 Andi Hamzah, Op.Cit, hlm 143.
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Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang juga dibagi atas umum dan u; 

khusus. Umum misalnya tiada pidana tanpa kesalahan dan tidak melawan hukum 

materiel sedangkan khusus misalnya mengenai kewenangan-kewenangan 

dalam menjalankan pencaharian tertentu misalnya pekerjaan Notaris, Pengacara, 

Dokter, Apoteker dan lain-lain.9

Seperti pada kasus yang terjadi pada Darmawansyah , warga Kabupaten 

Sanggau Kalimantan Barat mengaku geram anaknya, Fania, pasien Demam 

Berdarah Dengue (DBD) di RSUD Sanggau diberikan obat kadaluarsa oleh pihak 

Apotek. Kejadian tersebut dimulai pada Senin (21/8/2012) ketika membawa sang 

buah hati ke RSUD. Di RSUD tempat fania diperiksa, Dokter di RSUD 

memberikan resep obat lalu obat tersebut dapat diambil di Apotek yang ada di 

rumah sakit tersebut dan diberikan obat Aviter sebanyak 10 bungkus. Satu dari 10 

bungkus obat itu tertera tanggal yang sudah kadaluarsa yakni tertulis bulan 

November 2011 sedangkan sembilan bungkus lainnya tertulis masa berlaku 

sampai dengan bulan November 2013.10

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa fania anak darmawansyah sebagai 

pemakai obat (konsumen) dalam hal ini diberikan obat kadaluarsa oleh Apoteker. 

Kesalahan Apoteker dalam penyerahan obat, apabila obat yang kadaluarsa 

tersebut diminum oleh fania, maka kemungkinan terjadi kerugian yang berupa 

cacat (sementara dan permanen) dan mati sehingga berlaku hukum pidana positif 

bagi kesalahan oleh Apoteker tersebut.

secara

9 Andi Hamzah, Loc.Cit, hlm 144.
StafT IA1 Kalbar, "Apotek RSUD Sanggau Berikan Obat Kadaluarsa", tersedia dari : URL :

http://vvww.iaikalhar.net/26082012/apotek-rsud-sanRgau-berikan-obat-kadaluarsa.html diakses tgl 3-4-2013

http://vvww.iaikalhar.net/26082012/apotek-r
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Hukum pidana positif di indonesia dikenal adanya asas legalitas yang 

berbunyi : nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali artinya 

perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan perundang-undangan pidana 

yang telah ada.11 Perbuatan dapat dipidana apabila sudah ada aturan 

ketentuan yang mengatur tentang perbuatan tersebut.

Hukum yang berlaku terhadap kesalahan yang dilakukan Apoteker 

terhadap konsumen selain mengacu pada KUHP juga Peraturan Perundang- 

undangan di luar KUHP, sedangkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) 

Apoteker tidak diatur ketentuan pidana. Secara yuridis Standar Prosedur 

Operasional (SPO) Apoteker di Apotek diatur dalam Kepmenkes No. 1027 Tahun 

2004 yang disusun bertujuan untuk sebagai pedoman praktik apoteker dalam 

menjalankan profesi, melindungi profesi dalam menjalankan suatu praktik 

kefarmasian. SPO mencakup :12

1. Pengelolaan sumber daya;

a. Sumber daya manusia

b. Sarana dan prasarana

c. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya

atau

2. Pelayanan;

a. Pelayanan resep

b. Promosi dan edukasi

c. Pelayanan residensial (home care) 

3. Evaluasi mutu pelayanan.

1 Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (WvS).
12 Lampiran Kepmenkes RI No. 1027 Tahun 2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di 
Apotek.
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a. Tingkat kepuasan konsumen

b. Dimensi waktu

c. Prosedur tetap

SPO selain diatur dalam Kepmenkes No. 1027 Tahun 2004 juga diatur di 

dalam Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik (CPFB). Pedoman Cara 

Pelayanan Kefarmasian Yang Baik (CPFB) adalah cara untuk melaksanakan 

pelayanan kefarmasian yang baik secara komprehensif, berupa panduan yang 

berisi sejumlah standar bagi para Apoteker dalam menjalankan praktek profesinya 

di sarana pelayanan kefarmasian, yang bertujuan untuk sebagai pedoman bagi 

tenaga kefarmasian khususnya Apoteker dalam melaksanakan praktik kefarmasian 

melindungi masyarakat/pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional.13

Tidak diaturnya ketentuan pidana di dalam Kepmenkes No. 1027 Tahun 

2004 karena memang muatan ketentuan pidana hanya diatur pada Undang- 

Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.14

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menjelaskan bahwa dilihat dari 

tujuan, Standar Prosedur Operasional (SPO) baik yang diatur dalam Kepmenkes 

No. 1027 Tahun 2004 maupun di dalam Cara Pelayanan Kefarmasian Yang Baik 

(CPFB) atau Good Pharmacy Practice (GPP) tidak mengatur ketentuan pidana, 

akan tetapi hanya mengatur tentang tata cara dalam hal pengelolaan, pelayanan, 

tata kelola administrasi dan lain-lain, yang dimana apabila konsumen dirugikan

13 Ali Mashuda, 2011, Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IA1).

14 Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



7

akibat dari kesalahan yang dilakukan Apoteker, sehingga dalam hal ini hukum

pidana positif yang berlaku bagi Apoteker menggunakan KUHP dan

Perundangan-undangan di luar KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa dalam kegiatan penyerahan obat

berdasarkan permintaan masyarakat, baik itu resep dokter (obat racikan dan bukan

obat racikan) dan bukan resep dokter (obat pabrikan atau obat jadi) yang 

dilakukan oleh Apoteker di Apotek kepada masyarakat sebagai pemakai obat 

(konsumen) dimana masyarakat tersebut mengalami kerugian baik cacat 

(sementara dan permanen) dan mati, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi 

dengan judul "Tindak Pidana Yang Dilakukan Apoteker Di Bidang 

Kefarmasian"
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya maka dapat diketahui 

permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Pasal-Pasal mana saja yang mengatur tindak pidana yang dilakukan 

Apoteker di bidang kefarmasian baik di dalam KUHP maupun Perundang- 

undangan di luar KUHP ?

2. Apa persamaan dan perbedaan dari Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHP 

maupun Perundang-undangan di luar KUHP tersebut baik dilihat dari 

subjek hukum, jenis tindak pidana, objek hukum, sanksi pidana, kejahatan 

dan pelanggaran ?

C. Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperjelas pembahasan maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup 

Pasal-Pasal yang mengatur tindak pidana yang dilakukan Apoteker di bidang 

kefarmasian baik di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP 

dan persamaan dan perbedaan dari Pasal-Pasal yang ada di dalam KUHP maupun 

Perundang-undangan di luar KUHP tersebut baik dilihat dari subjek hukum, jenis 

tindak pidana, objek hukum, sanksi pidana, kejahatan dan pelanggaran. 

Perundang-undangan di luar KUHP yang dibahas hanya dibatasi 3 (tiga) Peraturan 

Perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang- 

Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang akan dijelaskan pada bab 3.
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D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka yang menjadi tujuan dan 

penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pasal-Pasal yang mengatur tindak 

pidana yang dilakukan Apoteker di bidang kefarmasian baik di dalam 

KUHP maupun Perundang-undangan di luar KUHP;

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari Pasal- 

Pasal yang ada di dalam KUHP maupun Perundang-undangan di luar 

KUHP tersebut baik dilihat dari subjek hukum, jenis tindak pidana, objek 

hukum, sanksi pidana, kejahatan dan pelanggaran.

E. Manfaat penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi Mahasiswa

baik dalam bidang hukum kesehatan maupun hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi Apoteker 

secara khusus dan masyarakat secara umum.

Untuk menghindari dari kegiatan plagiat, Apoteker pernah dibahas dalam 

Tesis dan Skripsi. Tesis dengan judul "Tanggung Jawab Apoteker Pengelola 

Apotek Dalam Pelayanan Obat Atas Resep Di Apotik Menurut Hukum Pidana 

Positif Di Indonesia" ditulis oleh Dosen FH Unsri oleh Bapak Mohiarn S.H.. 

M.Hum dan Skripsi dengan judul "Aspek Hukum Tanggung Jawab Perdata 

Apoteker Pengelola Apotek (APA) Terhadap Kerugian Pasien Dalam Pelayanan
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Obat Berdasarkan Resep Dokter Di Apotek" ditulis oleh Mahasiswi FH UNSRI 

Kampus Palembang angkatan 2008 oleh Yunni SazilL 

F. Kerangka Teori

Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. 

Kaidah yang hidup dalam pergaulan masyarakat mencerminkan cita-cita sistem 

nilai yang berlaku umum dalam masyarakat. Pelanggaran yang dilakukan oleh 

anggota masyarakat terhadap anggota lainnya maka yang dirugikan harus diganti 

oleh yang melakukan pelanggaran tersebut, peraturan harus ditegakkan dan yang 

melanggar tersebut agar tidak terulang kembali maka harus dikenakan sanksi 

hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik.15 Hukum 

tidak dapat berdiri sendiri yang dimana ada hukum pastilah ada masyarakat atau 

sebaliknya. Maka dari itu untuk mendukung adanya hukum yang mengatur 

masyarakat diperlukan suatu kaidah atau norma yang mengikat bagi masyarakat.

Kaidah atau norma merupakan sikap tindak dan perilaku yang baik dan 

yang buruk, yang patut dan tidak patut. Kaidah-kaidah terwujud secara alamiah 

dan dianut sekalipun tidak tertulis. Ada yang merupakan kaidah atau norma 

hukum, namun banyak pula yang berupa kaidah atau norma-norma lain yang 

bukan kaidah atau norma hukum.16 Norma-norma lain yakni norma kepercayaan, 

norma kesusilaan, dan norma kesopanan selain daripada norma hukum.

Norma adalah segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi orang untuk 

bersikap tindak di dalam kehidupannya, baik dalam hidupnya sendiri 

pribadi maupun dalam pergaulannya dengan orang lain/masyarakat. Norma-norma

secara

15 Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rincka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 2.
16 Socdjono Dirdjosisvvoro, Pengantar Ilmu Hukum, RajaGrafmdo Persada, Jakarta, 2008, hlm 84.
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hukum, yaitu segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk 

bersikap tindak yang baik dalam bidang hukum, dalam arti selaras dengan 

peraturan-peraturan hukum yang berlaku.17 Peraturan-peraturan hukum yang 

berlaku bertujuan untuk menciptakan stabilitas yang kondusif bagi masyarakat 

dapat dilindungi hak dan kewajibannya serta tidak main hakim sendiri 

(Eigenrichling).

Untuk mewujudkan stabilitas setiap hubungan dalam masyarakat dapat 

dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur 

(regelen/anvullen recht) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa 

(dwingen recht) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. 

Menurut Dr. Soedjono Dirdjosisworo bahwa tujuan hukum adalah menghendaki 

kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Sebagaimana 

dijelaskan pada latar belakang masalah, Kesalahan dari Apoteker sehingga 

mengakibatkan kerugian bagi konsumen berupa cacat dan mati, apabila dikaitkan 

dengan tujuan hukum, maka timbulah tujuan pidana itu sendiri bagi masyarakat.

Literatur inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan 3 (tiga) R itu ialah 

Reformation, Restraint, Retribution, dan 1 (satu) D ialah Deterrence yang terdiri 

atas Individual Deterrence dan General Deterrence (pencegahan khusus dan 

pencegahan umum). Reformation berarti memperbaiki diri pelaku menjadi orang 

baik dan berguna bagi dirinya, orang lain dan masyarakat. Restraint maksudnya 

mengasingkan pelanggar dari masyarakat agar perbuatan yang dilakukan oleh 

pelanggar tidak terulang lagi. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar

17 A. Ridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
hlm61.
18 Sudarsono, Op.cit, hlm 48.

agar
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karena telah melakukan kejahatan. Dan terakhir Deterrance, berarti menjera atau 

mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang 

potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, 

melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.19 Dari ke semua tujuan pidana 

diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah untuk membuat pelaku jera 

sehingga pelaku tidak lagi mengulangi lagi perbuatan, dapat memperbaiki diri dan 

dapat berguna bagi masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan pidana yang telah dijelaskan sebelumnya maka 

muncul beberapa teori dalam hukum pidana. Ada 3 (tiga) macam teori untuk 

membenarkan adanya penjatuhan pidana :

1. Teori absolut/teori pembalasan (vergeldings theorien);

2. Teori relatif atau tujuan (doeltheorien);

3. Teori gabungan (verenigingstheorien).

Untuk memahami beberapa teori di atas sebagai dasar pembenaran untuk 

menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan penjelasannya seperti dalam uraian 

dibawah ini.

A. Teori Absolut atau Pembalasan21

Teori-teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut 

oleh ahli-ahli filsafat jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum dari 

pidana itu ialah pembalasan (Belanda : vergelding, Jerman : vergeltung). Pidana 

itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan

19Andi Hamzah, Op.cit, hlm 28.
20 /bid% hlm 30.
21 Rasyid Anman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Unsri, Palembang, 2007,

hal 27.



13

seseorang.

B. Teori Relatif atau Tujuan22

Hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari 

hukuman tersebut dengan harapan dapat memperbaiki ketidakpuasan masyarakat 

sebagai akibat dari kejahatan itu. Tujuan hukuman dipandang secara ideal atau 

layak. Selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan. 

Perbedaan dalam hal prevensi, yakni : Algemene Preventie, hal ini dapat 

dilakukan dengan ancaman, penjatuhan hukuman, dan pelaksanaan (eksekusi) 

hukuman, Speciale Preventie, prevensi ditujukan kepada orang yang melakukan 

kejahatan itu.

C. Teori-Teori Gabungan23

Merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif. Gabungan kedua teori 

ini mengajarkan penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tata tertib hukum 

dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pemidanaan adalah :

1. Menjerakan penjahat;

2. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;

3. Memperbaiki pribadi si penjahat.

G. Kerangka Konsepsional

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap istilah-istilah 

digunakan dalam penelitian skripsi ini, berikut penulis menjelaskan kembali 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini:

yang

22 Leden Marpaung, Op.Cit, hal 106.
23 Leden Marpaung, Loc.cit, hal 107.
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1. Praktik Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu

pengadaan, penyimpanan danSediaan Farmasi, pengamanan, 

pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep, pelayanan informasi obat 

serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan 

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;24

2. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung

jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan 

maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan 

pasien;25

3. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu 

Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi

atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep,

pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat 

tradisional;26

4. Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;27

5. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang 

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 

keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk 

manusia;28

Pasal 108 ayat (I) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
25 Pasal 1 angka 4 PP No. 51 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 124.

Pasa* * angka 1 PP No. 51 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 124.
27 Pasal 1 angka 2 PP No. 51 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 124.
28 Pasal 1 angka 8 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
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6. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat 

yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai 

bahan baku farmasi, tidak termasuk Bahan Obat berupa narkotika,

29psikotropika dan prekursor;

7. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau 

campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan 

untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku 

di masyarakat;

8. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan 

pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ 

genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk 

membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau 

memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada 

kondisi baik;31

9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;32

tidak sempuma;kekurangan sesuatunya sehingga 

menyebabkan mutunya turun (tentang barang-barang);rusak;33

10. Cacat adalah

29 Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.
HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat.

Pssal 1 angka 9 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
33 Pasal 1 angka 1 UU No. 8 I ahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

AmranY.S.Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 1995, hlm 101.

RI No.
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11. Mati adalah sudah tak bernyawa lagi; sudah lenyap nyawanya dari badan; 

berakhir hidupnya; sesuatu yang sudah tak bisa berfungsi lagi;34

12. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan 

kepada Apoteker Pengelola Apotek untuk menyediakan dan menyerahkan

35obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Kesalahan adalah dalam arti luas meliputi sengaja, kelalaian (culpa), dapat 

dipertanggungjawabkan;36

14. Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan 

perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang- 

undang;37

15. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang ringan dari kesengajaan, maka 

dari itu sanksi dan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana 

yang dilakukan dengan kealpaan itu lebih ringan dari kesengajaan ;

16. Kadaluwarsa adalah sudah lewat dari batas waktu yang

d itentukan/d itetapkan ;39

17. Hukum Pidana Positif adalah ketentuan pidana dalam peraturan

perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia 

dan berlaku sampai saat ini di seluruh Wilayah Negara Republik 

Indonesia;40

34 Ibid, hlm 386.
35 Pasal 1 huruf h Keputusan Menteri Kesehatan RJ No. 1332/MENKES/SK/X/2002 Tentang 
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
36 Andi Hamzah, Op.cit, hlm 28.
37 Leden Marpaung, Op.cit, hlm 13.
38 Leden Marpaung, Loc.cit, hlm 25.
39 http://kamusslang.com/arti/kadaluarsa diakses tgl 3-4-2013
40 Mohjan, 2001, "Tanggung Jawab Apoteker Pengelola Apotek Dalam Pelayanan Obat Atas Resep 
Di Apotik Menurut Hukum Pidana Positif Di Indonesia" Tesis FH Universitas Sriwiiava 
Palembang, hlm.20.
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H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti 

bahan pustaka.41 Penelitian ini penelitian hukum normatif dalam arti penelitian 

terhadap bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang 

(Statute Approach). Pendekatan undang-undang (Statute Approach) dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani.42 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan undang-undang (Statute Approach) yakni dengan cara mengkaji 

perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan dan Sumber Bahan Penelitian 

Penelitian ini mempergunakan bahan yang terdiri dari :43

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri atas Peraturan Perundang-undangan;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

terhadap bahan hukum primer, misalnya : hasil-hasil penelitian, hasil karya 

dari pakar hukum dan sebagainya.

41 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 
Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal 13.

42 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prcnada Media Group, Jakarta, 2005, hal 93.
43 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 23.
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c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya :

ensiklopedia dan sebagainya.

Bahan-bahan hukum diatas dikumpulkan dan dilakukan dengan penelitian

kamus,

kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan Studi Dokumen. Studi 

dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier. Setiap bahan-bahan hukum ini diperiksa ulang 

validitas dan reliabilitasnya dikarenakan untuk menentukan hasil suatu 

penelitian.44 Bahan-bahan hukum yang diperiksa terutama untuk Peraturan 

Perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini bukan Peraturan 

perundang-undangan yang telah lama (aturan mati) dan yang masih statusnya 

RUU (Rancangan Undang-Undang) tidak dapat dipakai, selain Peraturan 

Perundang-undangan yang diperiksa sebagai bahan hukum primer, juga buku- 

buku literatur tentang hukum sebagai bahan sekunder dan kamus hukum sebagai

bahan tertier, ke semuanya harus diperiksa untuk menentukan validitas (ada) dan

reliabilitas (kenyataan).

5. Analisis Bahan Penelitian

Dalam analisis bahan penelitian ini digunakan metode deskriptif. Metode 

deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

44 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada,
Jakarta,, hal 68.



19

atau mengenai gejala yuridis dan peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 

masyarakat.45 Bahan hukum dikumpulkan lalu dianalisis dengan metode deskriptif 

yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang-undangan yang dijadikan bahan 

rujukan dan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh hasil analisis sebagai proposisi umum.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini ditarik kesimpulan dengan metode penarikan 

kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah 

suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir 

pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.46 Hasil 

analisis sebagai proposisi umum ditarik kesimpulan dengan metode deduktif

dilakukan dengan cara hasil analisis sebagai proposisi umum dihubungkan dengan 

permasalahan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan dalam 

penelitian ini.

Z *bdulkadir Muhammad' Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,, hal 50. 
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Pereada, Jakarta, hal 11.
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